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BAB 

1 KEKUASAAN HUKUM POLITIK OLIGARKI DI INDONESIA 

 

 

A. Konsep Kekuasaan Politik Oligarki 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas 

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

era disrupsi global sekarang ini telah menimbulkan 

pergeseran orientasi kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana 

yang diamanahkan oleh konstitusi adalah untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga 

apapun konsep bernegara yang dijalankan olah penguasa 

harus berpihak kepada rakyat. Di awal tahun 2000 atau 

memasuki era reformasi, kekuatan rakyat melalui 

aspirasinya dalam mengawal agenda reformasi begitu 

dominan dan diakomodir oleh pemerintah pada saat itu.  

Hampir seluruh produk perundang-undangan yang 

diterbitkan untuk memenuhi aspirasi rakyat. Konsep 

bernegara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang 

merupakan cermin demokrasi berjalan baik pada saat itu. 

Namun kini bergeser, para pemodal berkolaborasi dengan 

elit-elit politik sangat dominan dalam mengendalikan 

pemerintahan. Kelompok yang memiliki kekuatan secara 

politik, ekonomi dan finansial bersatu dalam lingkaran 

kekuasaan atau lebih dikenal dengan oligarki kekuasaan 

mampu menggoalkan kepentingannya melalui produk 

perundang-undangan yang dibuatnya. 

KEKUASAAN HUKUM 

POLITIK OLIGARKI  

DI INDONESIA 
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BAB 

2 HEGOMONI OLIGARKI DALAM SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA 

 

 

A. Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum 

Pasca reformasi, konfigurasi politik di Indonesia 

menjadi berubah-ubah secara dinamis. Perkembangan 

politik semakin berliku-liku sesuai dengan kepentingan 

elit di masanya. Partai politik memegang peranan yang 

sangat signifikan dalam hal membangun sistem 

kenegaraan yang sehat. Sebuah tata pemerintahan yang 

baik akan tercipta, jika atmosfer politik turut mendukung 

sebagai sebuah komponen yang baik pula. 

Ibarat putaran roda, siklus pergantian penguasa di 

negeri ini pun sudah terjadi. Peralihan dari penguasa 

menjadi oposisi ataupun sebaliknya. Seharusnya hal 

tersebut dapat diartikan bahwa memang saat ini suasana 

perpolitikan nasional sangat dinamis. Bagaimana tidak, 

Partai Politik sebagai perangkat demokrasi kemudian 

terlibat dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam 

VHEXDK� ´ULQJµ� GDQ� UHJXODVL� \DQJ� VXGDK� GLWHQWXNDQ��

Kontestasi yang secara otomatis menuntut Partai Politik 

untuk terus berstrategi. 

Koalisi, barangkali cara yang dianggap efektif guna 

menghimpun kekuatan yang berujung perebutan 

kekuasaan. Di Indonesia pasca reformasi, sistem koalisi 

menjadi tren yang efektif digunakan karena memang pada 

HEGOMONI OLIGARKI 

DALAM SUPREMASI 

HUKUM DI INDONESIA 
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BAB 

3 HIPEREALITAS DAN KEKUASAAN OLIGARKI PEMILU 2024 

 

 

A. Politik Oligarki dalam Bingkai Kekuasaan Media 

Pemilihan Umum 2024, mendatang di Indonesia 

adalah peristiwa penting bagi demokrasi namun ada 

kekhawatiran tentang drama politik yang terjadi. Presiden 

Joko Widodo menekankan pentingnya demokrasi politik 

yang efektif, mendorong masyarakat untukfokus pada ide-

ide besar dan masa depan bangsa. Beliau menekankan 

perlunya kerja sama, transparansi, dan keadilan dalam 

mengawasi pemilu untuk menjaga integritas demokrasi. 

Media memainkan peran penting dalam memberitakan 

isu-isu terkait Pemilu 2024, termasuk strategi politik, 

persiapan, sosialisasi, kontestasi antar elit politik, dan 

pengawasan. Pada tahun 2024, ada enam partai pendatang 

baru yang siap ikut serta dalam kontestasi pemilu 

berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.35  

Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partai-

partai baru ini di era disrupsi, di mana teknologi informasi 

dapat dimanfaatkan. Strategi yang efektif untuk 

menghadapi tantangan tersebut adalah dengan 

 

35  Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan 

Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: 

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(01), 1-13. 

HIPEREALITAS DAN 

KEKUASAAN OLIGARKI 

PEMILU 2024 
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BAB 

4 MEMUTUS KEKUATAN OLIGARKI DI INDONESIA 

 

 

A. Lingkaran Kekuatan Oligarki pada Pemilu Indonesia 

Pendanaan partai politik oleh negara ditujukan 

untuk menciptakan keseimbangan dalam dalam 

pengelolaan partai politik di Indonesia. Minimnya 

intervensi negara menyebabkan partai politik dikuasai 

oleh oligark yang memiliki kepentingan terhadap 

kebijakan atau keputusan politik dan hukum tertentu. 

Dominasi elit dalam pembiayaan partai politik akhirnya 

mendorong praktik klientelisme dalam kontestasi 

elektoral. Pilihan menaikkan bantuan negara terhadap 

partai politik seharusnya juga disertai dengan 

memperbaiki mekanisme akuntabilitas baik dari aspek 

keuangan maupun tata kelola partai politik secara 

keseluruhan. 

Maka perubahan terhadap undang-undang tentang 

partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Sebab 

pengaturan mengenai keuangan didalam Undang-

Undang tentang Partai Politik sangat minimalis dalam 

mengatur soal akuntabilitas. Kewajiban, larangan dan 

sanksi mengenai keuangan partai politik tidak menyentuh 

aspek paling penting yakni bagaimana memutus 

pendanaan illegal yang selama ini membiayai aktivitas 

politik. Pengawasan terhadap keuangan partai politik 

MEMUTUS KEKUATAN 

OLIGARKI  

DI INDONESIA 
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BAB 

5 IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP DINASTI POLITIK INDONESIA 

 

 

A. Dinasti dalam Perpolitikan Indonesia 

Politik dinasti sering diperbincangkan di ranah 

publik, karena fenomena dinasti politik begitu marak 

justru di era reformasi, khususnya pasca Pemilukada 

Langsung. Di antara data penting sejarah dinasti politik 

yang mampu dibangun secara massif adalah di Provinsi 

Banten dengan Ratu Atut yang dianggap sebagai contoh 

nyata kuatnya politik dinasti di alam demokrasi lokal. 

Tentu realitas yang terjadi di Banten bukan satu-satunya 

fenomena lahirnya dinasti politik di republik ini.  

 Di Provinsi Jawa Timur misalnya, fenomena dinasti 

politik juga terjadi, seperti yang terjadi di Kabupaten 

Kediri, Kota dan Kabupaten Probolinggo, dimana di ketiga 

daerah tersebut dinasti politik dibangun pasca Bupati dan 

Walikota telah dijabat suaminya yang telah menjabat dua 

periode digantikan oleh istri mereka. Sementara dinasti 

politik di Kabupaten Bangkalan yang dibangun oleh Lora 

Fuad Amin sebagai bupati yang digantikan oleh anaknya, 

dan yang terbaru adalah dinasti politik yang berhasil 

dibangun di Kota Batu melalui perhelatan Pemilukada 

tahun 2017 lalu. Maraknya dinasti politik, tentu tidak baik 

dalam membangun iklim demokrasi dan iklim politik 

yang sehat dan demokratis, bahkan Moh Mahfud MD 

IMPLIKASI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

TERHADAP DINASTI POLITIK 

INDONESIA 
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BAB 

6 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAFIA PERADILAN POLITIK 

 

 

A. Keadilan dan Kepastian Hukum pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri 

dari 9 (sembilan) hakim yang sebagian besar diambil dari 

kalangan akademis hukum itu kinerjanya adalah menilai 

materi yang merupakan klausula dalam suatu Undang-

Undang apakah klausula yang ada di dalamnya 

bertentangan atau tidak dengan klausula yang disebut 

UUD 1945. Kesimpulan akhir dari persidangan yang 

digelar untuk melakukan penilaian itu ada dua 

kemungkinan. Pertama dinyatakan bahwa materi dalam 

undang-undang yang diuji itu tidak bertentangan alias 

sejalan saja dengan UUD 1945 dan untuk itu UU yang 

bersangkutan silakan jalan terus. Kemungkinan kedua, 

materi di dalam undang-undang itu dinilai bertentangan 

dengan UUD 1945 dan sesuai dengan sistem peraturan 

perundangan di Indonesia maka undang-undang yang 

diajukan uji materiilnya itu secara otomatis tidak berlaku.97 

 

97  Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

MAHKAMAH 

KONSTITUSI DAN 

MAFIA PERADILAN 

POLITIK 
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BAB 

7 KEBERPIHAKAN ATAUKAH EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

 

A. Kekuasaan Mengadili Kepala Daerah oleh Mahkamah 

Konstitusi 

Jika kita mulai mengamati suatu perkembangannya, 

saat ini dapat kita simpulkan suatu peran MK (mahkamah 

konstitusi) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi 

dikalangan politik menjadi sangat undamental 

dikarenakan suatu konflik yang ada pada perselisihan 

hasil pemilu sampai saat ini ialah perkara yang paling 

banyak diajukan di MK dimana pada pemilu tahun 2014 

sudah ada 702 kasus mengenai sengketa perselisihan 

pemilu.116 Dari jumlah tersebut dapat kita simpulkan 

bahwa kewenangan MK (mahkamah konstitusi) yaitu 

menguji kewenangan pertama yaitu menguji 

konstitusionalitas undang-undang dengan kewenangan 

memutus perselisihan hasil pemilu, lebih sering memutus 

perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK 

(mahkamah konstitusi) sehingga menyebabkan 

pergeseran fungsi dimana kewenangan utama MK ialah 

memutuskan konflik perselisihan sengketa pemilu bukan 

 

116  Sidik Pramono (eds), 2011, Penanganan Sengketa Pemilu, Jakarta: 

Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 

h. 19-20 

KEBERPIHAKAN 

ATAUKAH EKSISTENSI 

PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI 
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